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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang nilainya sangat
sakral. Jika pernikahan tidak bisa dilanjutkan lagi, maka tetap harus
diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam
agama Islam, akantetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Artinya,
perceraian menjadi pilihan terakhir bagi suami istri ketika memang
sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah rumah
tangga. Hukum perceraian telah diatur dalam al-Quran surat al-Bagarah

ayat 227 yang berbunyi:
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“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui.”™

Dengan terjadinya perceraian, maka gugurlah hak dan
kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Mereka tidak lagi boleh
berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama

seperti ketika mereka belum menikah dulu. Apabila perceraian tersebut

“Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-
Qur’an dan Terjemahannya(Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2012) h. 45.



dipicu karena perselisinan antara suami istri yang bisa menimbukan
suatu permusuhan, menanam bibit-bibit kebencian antara keduanya
atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain,
sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka
talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah
antara mereka.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.? Pasal 117
KHI:
“Talak (Perceraian) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,
dengancara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan
1327,

Tidak bisa dipungkiri bahwa perselisihan kerap terjadi dalam
kehidupan manusia begitupun dalam rumah tangga sebab dalam
kehidupannya yang beragam, manusia selalu dihadapkan dengan
berbagai perbedaan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau

2 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), h.
42.

® Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika
Pressindo, 2010), h. 141.



permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.*

Pengadilan sendiri telah menyiapkan dan memberi ruang
kepada para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya
tanpa melalui proses peradilan yaitu mediasi. Sebagaimana yang telah
diatur dalam PERMA No 1 tahun 2016 bahwa:

“Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara

damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas

kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan

serta berkeadilan”.

Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan
tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat,
dan memuaskan kedua belah pihak.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PERMA) No 1 Tahun

2016 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa:
“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat
mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.”

Mediator merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian

sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap

* Mirwan Fikri Muhkam,”Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus
Perceraian Di Pengadilan Kelas 1 A Makassar,” (Skripsi mahasiswa Jurusan PPKn
FIS UNM IRSYAD DAHRI,2015), h. 3.

® PERMA No 1 Tahun 2016



pengambilan keputusan. Mediator juga menjembatani pertemuan para
pihak, melakukan negoisasi, menawarkan alternatif solusi dan secara
bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian
sengketa. Mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar agar
perannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-masing pihak
yang bersengketa.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga tergantung pada
kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan
sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan
bahwa, seseorang mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap
yang harus ditunjukan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak
memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. la
semata-mata ingin menunjukan keprihatinan bahwa sengketa yang
tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada
individu, tetapi juga kepada masyarakat (sosial). Mediator hanya
membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat
setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan.
Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negoisasi antar pihak

yang bersengketa tidak memihak kepada salah satu pihak, ia bersifat



netral dalam menjalankan proses mediasi, seperti adil dalam
memberikan  kesempatan para pihak untuk  menyampaikan
persoalannya®.

Kebijakan Mahkamah Agung yang menentukan agar hakim
bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan yang
ditetapkan sebagai mediator sangatlah tepat, karena secara filosofi
kebijakan yang dimiliki hakim mediator (settlement judge) dengan
hakim (judge)yang menangani kasus tidaklah sama. Secara teknis jika
hakim yang menjalankan fungsi mediator yang mempunyai
kewenangan mengadili, maka secara filosofi hakim tersebut tidak
memiliki motivasi yang kuat atau dengan kata lain ia tidak dengan
sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai mediator, karena ia
tahu bahwa pada akhirnya dia memiliki kewenangan untuk memutus.

Alasan lain yaitu masalah kerahasiaan, bahwa proses mediasi
pada hakikatnya rahasia. Bagaimana menjaga kerahasiaan jika hakim
mediator juga hakim pemeriksa perkara, sehingga semua informasi
yang di ungkapkan dalam proses mediasi sedikit banyak akan
berpengaruh pada putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, PERMA

menentukan bahwa semua informasi yang diungkapkan dalam mediasi

® Syahrizal, Mediasi, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61.



bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses
litigasi.”

Maka dari itu upaya mediator dalam mengatasi masalah
perceraian sangatlah penting untuk ditingkatkan mengingat tingginya
kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, adapun setiap mediator
harus mempunyai upaya-upaya tersendiri guna menogoisasi para pihak
yang bersengketa agar kedua belah pihak dapat berdamai, meskipun
pada kenyataannya lebih banyak kasus perceraian yang berakhir di
ketukan palu hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengambil penelitian dengan judul “UPAYA HAKIM MEDIATOR
DALAM PENCEGAHANPERCERAIAN (STUDI DI

PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah
pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

” Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan
Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 51-52.



1. Bagaimana upaya hakim mediator dalam pencegahan perceraian
di Pengadilan Agama Rangkasbitung?
2. Apa saja faktor penghambat hakim mediator dalam mengatasi

perkara cerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui upaya hakim mediator dalam pencegahan
perceraian di Pengadilan Agama Rangkasbitung.
2. Untuk mengetahui apa saja factor penghambat hakimmediator
dalam mengatasi perkara cerai di Pengadilan Agama

Rangkasbitung.

D. Fokus Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka penelitian ini
akan difokuskan pada ruang lingkup tentang mediator dan upaya hakim
mediator dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama

Rangkasbitung.



E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik
secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Secara Teoritis
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran baru, khususnya bagi Universitas Islam Negeri
SMH Banten, fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga tentang
upaya hakim mediator dalam pencegahan perceraian (Studi di
Pengadilan Agama Rangkasbitung)
2. Manfaat secara Praktis
Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi
penulis, mahasiswa, masyarakat, mediator, dan dunia peradilan dalam

meperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berkaitan dengan mediator, perlu kiranya penelitian terdahulu
dikaji secara secara seksama, dalam hal ini peneliti menyajikan
sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya peneliti akan
menjelaskan letak perbedaan skripsi ini dengan dengan penelitian-

penelitian terdahulu yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:



1. Mirwan Fikri Muhkam, Mahasiswa Universitas Negeri

Makassar, skripsi tahun2015 dengan judul “Peran Hakim
Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan
Kelas 1 A Makassar”. Berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukan bahwa, strategi mediator dalam mediasi kasus
perceraian adalah memaksimalkan proses mediasi dengan cara
memberikan nasihat serta pertimbangan jika nantinya pasangan
suami istri berakhir dengan cerai yang dimana sebelumnya
dilakukan kaukus atau penjelasan kepada setiap pihak secara
bergantian tentang mediasi itu sendiri.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat yaitu
pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi yakni
menanggapinya adalah hal yang baik sebab memberikan
pendidikan berupa nasehat dan mengajarkan kerukunan serta
masyarakat juga menilai bahwa mediasi di Pengadilan Agama
harus tetap ada, sedangkan efektifitas mediasi di Pengadilan
Agama Kelas 1 A Makassar yaitu sangat tidak efektif karena
jumlah yang gagal di mediasi lebih banyak di banding yang

berhasil mediasi.
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Persamaan penelitian Mirwan dengan penulis yaitu
sama-sama membahas tentang  mediator  sedangkan
perbedaannya yaitu, Mirwan lebih menitikberatkan terhadap
ekistensi mediator terhadap mediasi dan pandangan masyarakat
terhadap pentingnya mediasi, sedangkan penulis lebih lebih
memfokuskan penelitiannya terhadap upaya hakim mediator
dalam meminimalisir tingginya angka perceraian dan strategi
mediator agar bisa mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
Muhamad Khaidir Batubara, mahasiswa Universitas Sumatra
Utara Medan, skripsi tahun 2018 dengan judul “Peranan
Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan
Agama Kota Pematang Siantar),penelitian ini menggunakan
metode penelitian yuridis normatif yaitu pengambilan bahan
maupun data dari kepustakaan dimana penelitian ini mengacu
kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma
hukum dalam masyarakat, dan didukung juga dengan penelitian
langsung ke lapangan.

Kesimpulan dari hasil yang didapat dari penelitian ini
adalah bahwa proses mediasi dari hasil penelitian ini adalah

bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pematang
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Siantar sudah sesuai dengan Perma no 1 tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di pengadilan yaitu membagi proses mediasi
menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses
mediasi akan tetapi kualitas mediasi sendiri di Pengadilan
Agama Kota Pematang Siantar masih kurang karena rendahnya
tingkat keberhasilan mediasi.

Persamaan penelitian Muhamad Khaidir Batubara
dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang mediator
sedangkan perbedaannya adalah, Muhamad Khaidir Batubara
meneliti tahapan mediasi yang sesuai dengan Perma no 1 tahun
2016 dan juga kualitas mediasi di Pengadilan Agama Kota
Pematang Siantar, sedangkan penulis lebih meneliti kualitas
hakim mediator dalam memediasi pihak-pihak yang berperkara

di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

. Wildan Ubaidillah Al-Anshori, Mahasiswa Universitas Islam

Negeri Maulana Malik lIbrahim malang, skripsi tahun 2014
dengan judul “Efektifitas Upaya Mediasi Terhadap
Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Jombang”.Dari hasil penelitian yang didapat diketahui

bahwasanya efektifitas mediasi dalam perkara perceraian yang
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terjadi di Pengadilan Agama Jombang masih sangat minim.
Sebanyak 70 dari 1110 atau hanya 6,3% pada tahun 2011,103
atau 5,2% kasus dari 2768 pada tahun 2012 dan 7,2% atau 166
dari 2262 kasus dari banyaknya perkara perceraian yang masuk
di Pengadilan Agama Jombang, maka dikatakan bahwsanya
mediasi masih kurang begitu efektif dalam masalah
menyelesaikan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka bisa
disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh
persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan
membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi
dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu
kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan point utama
dari mediasi.

Persamaan penelitian Wildan dengan penulis yaitu
sama-sama mebahas tentang mediator, sedangkan perbedaannya
adalah penelitian Wildan membahas tentang poin penting dari
mediasi yang harus dikuasai oleh mediator, sedangkan penulis
lebih membahas kepada strategi hakim mediator dalam

menegoisasi pihak-pihak yang bersengketa pada saat mediasi.
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G. Kerangka Pemikiran

Mediator merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian
sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap
pengambilan keputusan.®Mediator berkewajiban untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan dari para
pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan
dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesain sengketa para
pihak.Sebagai suatu pihak diluar perkara yang tidak memiliki
kewenangan untuk memaksa.Mediator memiliki kewajiban untuk
bertemu dan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk
mencari masukan mengenai pokok permasalahan dalam suatu sengketa.
Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang
kondusif untuk terciptanya suatu kompromi diantara kedua belah pihak
yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang menguntukan.

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang
diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan
sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh mahkamah agung (MA)
atau lembaga yang memperoleh. Berdasarkan surat keputusan (SK) dari

ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan

8 Syahrizal Abas, Mediasi, ..., h. 59
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fungsinya sebagai mediator dalam hal tidak ada atau terdapat
keterbatasan jumlah mediator®

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses
mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang
mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal.
Sisi Internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya.
Antara lain yaitu: kemampuan membangun kepercayaan para pihak,
kemampuan menunjukan sikap empati, tidak menghakimi dan
memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang
diucapkan para pihak dalam proses mediasi, meskipun ia menyetujui
pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan
para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka.
Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan mediator disetujui kedua belah pihak

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu
pihak yang bersengketa

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan slah satu pihak yang

bersengketa

® PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 13
ayat (1) dan (2)
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4. Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain
terhadap kesepakatan para pihak

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan
maupun maupun hasilnya®.

Dapat dipahami bahwa mediator mempunyai peranan yang
sangat penting bagi terciptanya perdamaian antara para pihak yang
bersengketa. Menurut Howard Raiffa sebagaimana yang dikutip oleh
Rachmadi Usman menyebutkan bahwaperan mediator sebagai sebuah
garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang
terkuat. Diatara sisi peran terlemah mediator adalah apabila mediator
hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

a. Penyelenggara pertemuan.

b. Pemimpin diskusi netral.

c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses
perundingan berlangsung secara beradab.

d. Pengendali emosi para pihak.

e. Pendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan

mengemukakan pandangannya.

19 Syahrizal Abas, Mediasi, ..., h. 60-64
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Sedangkan sisi peran terkuat mediator adalah bila dalam

perundingan mediator mengerjakan/melakukan hal-hal berikut:

a.

b.

Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
Merumuskan titik temu/ kesepakatan para pihak.

Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan
sebuah  pertarungan  untuk  dimenangkan,  melainkan
diselesaikan.

Menyusun dan mengusulkan alternatife pemecahan masalah.
Membantu para pihak menganalisis alternatife pemecahan
masalah.™

Keberhasilan dan kegagalan mediator dalam memediasi pihak-

pihak yang bersengketa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

diataranya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat selama

proses mediasi, misalnya faktor penghambatnya karena keinginan kuat

para pihak agar ingin tetap bercerai karena para pihak menganggap

bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan dan

merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau

nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman

dibidang perkawinan atau contoh faktor pendukungnya adalah ketika

! Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h.79
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para pihak menempatkan/mempercayakan kasus mereka ke Pengadilan
Agama guna untuk mendapatkan solusi yang tepat.

Tujuan mediator pada umunya yaitu untuk memudahkan para
pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara
mediasi, mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi
hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
yang dikuasakan kepadanya®?. Meski harus diakui bahwa mendamaikan
para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama bukanlah
pekerjaan yang mudabh, terlebih jika sentimen pribadi lebih mengemuka
dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat
menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian
banyak faktor tersebut, salah satunya adalah kurang tersedianya pranata
hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang

tepat bagi penyelesaian sengketanya.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang prosedur pemecahan

12 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2010),h. 10
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masalahnya diselidiki dengan menggambarkan suatu subyek atau obyek
pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sehingga dapat

diperoleh data yang real di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di
Pengadilan Agama Rangkasbitung, karena berdasarkan sumber data

yang diperlukan sangat memungkinkan untuk diteliti.

3. Tekhnik Pengumpulan Data
Penelitian ini, penulis menggunakan tekhnik-tekhnik berikut:

a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke
Pengadilan Agama untuk mendapatkan data yang berkaitan
dengan masalah yang penulis bahas.

b) Wawancara, yaitu kegiatan tatap muka untuk mendapatkan
informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang detail. Dalam hal ini penulis mewawancara
hakim mediator di Pengadilan Agama Rangkasbitung sebagai
salah satu obyek penulis dalam pembahasan skripsi.

c) Dokumentasi, yaitu kegiatan perolehan data atau pengetahuan

dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang
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dianggap menunjang kegiatan penelitian tersebutbaik berupa

foto atau data-data yang berkaitan dengan mediasi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan yang
digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab di bagi
menjadi beberapa sub atau sistematika yaitu:

Bab I: Pendahuluan, Latar belakang masalah, perumusan
masalah,tujuan penelitian,fokus penelitian, manfaat penelitian,
Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Il: Kondisi obyektif Pengadilan Agama Rangkasbitung
yang meliputi: sejarah Pengadilan Agama Rangkasbitung, fungsi dan
tugas Pengadilan Agama Rangkabitung, Kewenangan Peradilan
Agama, Struktur organisasi Pengadilan Agama Rangkasbitung, Visi
dan misi Pengadilan Agama Rangasbitung, prosedur pengajuan perkara
di Pengadlan Agama Rangkasbitung, tata tertib persidangan, kebijakan
dan peraturan informasi, Data laporan hasil mediasi Pengadilan Agama

Rangkasbitung tahun 2019-2020.
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Bab I1I: Kajian Teoritis yang meliputi Pengertian perceraian,
macam-macam perceraian, Dasar hukum Perceraian, Mediator.

Bab 1V: Pencegahan perceraian di Pengadilan Agama
Rangkasbitung yang meliputi: Upaya hakim mediator dalam
pencegahan perceraian, faktor penghambat hakim mediator dalam
mengatasi perkara cerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Bab V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



